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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL  

A. Tinjauan Umuml tentang Perbankan  

1. Pengertian Perbankan  

Padal dasarnya perbankanl merupakan sumbu tempatl berputar sisteml 

keuangan daril suatu lingkunganl kehidupan masyarakatl tertentu. Pada 

umumnya lingkunganl kehidupan masyarakatl tersebut berupal negara, namun 

karena lajunya arus informasi di era globalisasi terkadang juga menjangkau 

antar negara. Dikatakanl sebagai sumbul tempat berputarl sistem keuanganl 

disebabkan bank merupakanl suatu lembagal keuangan tempatl menyimpan 

danal atau uangl dari lperusahaan-perusahaan, baikl badan usahal besar, 

menengahl maupun lkecil; baik perseoranganl maupun llembaga; pemerintah 

maupunl swasta.18
 

Definisi tentang perbankanl dijelaskan dalam Pasall 1 angkal (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankanl yaitu segalal 

sesuatu yangl menyangkut tentangl bank, mencakupl kelembagaan, kegiatanl 

usaha, sertal cara danl proses dalaml melaksanakan kegiatanl usahanya. 

Pengertianl bank dalaml Pasal 1 angkal (2) yaitul badan usahal yang 

menghimpunl dana daril masyarakat dalaml bentuk simpananl dan 

menyalurkannyal kepada masyarakatl dalam bentukl kredit danl atau lbentuk-

bentuk lainnyal dalaml rangka meningkatkanl taraf hidupl rakyat lbanyak. 

                                                 
18 Arrasjid, Chainur, Hukuml Pidana lPerbankan, Sinar lGrafika, Jakarta, 2013, lhlm. 1-2. 
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Menurut Abdurrachman bank adalah suatu jenis lembaga keuangan 

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, 

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai 

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-

perusahaan.19 Perbankanl merupakan lembagal hukum yangl dibentuk untukl 

menunjang pelaksanaanl peningkatan pemerataanl pembangunan lnasional, 

pertumbuhan ekonomil serta stabilitasl nasional kel arah peningkatanl taraf 

hidupl rakyat lbanyak.  

Fungsil strategis perbankanl tersebut telahl disesuaikan denganl Pasal 4l 

Undang-Undangl No. 7l Tahun 1992l jo lUndang-undang Nomorl 10 Tahunl 

1998 tentangl Perbankan, bahwal perbankan dil Indonesia memilikil tujuan 

untukl menunjang pelaksanaanl pembangunan nasionall dalam rangkal 

meningkatkan pemerataanl pertumbuhan ekonomil dan stabilitasl nasional kel 

arah peningkatkanl kesejahteraan rakyatl banyak. Ketentuanl Pasal 3l Undang-

Undang Perbankan tersebut menyebutkan bahwa fungsil utama perbankanl 

adalah sebagail penghimpun danl penyalur danal masyarakat. Sampail sekarang 

pendapatanl utama daril suatu bankl memang daril operasi lperkreditannya. 

Namun operasil perkreditan itul hanyalah mungkinl dapat dilakukanl oleh suatul 

bank apabilal bank itul memiliki danal yang lcukup. Dana tersebutl justru 

sebagianl besar berasall dari danal masyarakat yangl dihimpun olehl bank untukl 

di simpan di bankl tersebut. 

                                                 
19 Abdurrachman, A., Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan, Pradya Paramitya, 

Jakarta, 2014, hlm. 6. 
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Dari uraian di atas dapatl disimpulkan bahwal perbankan adalahl bagian 

daril suatu kegiatan usahal yang dibentukl yang mempunyai tujuan membantul 

meningkatkan pertumbuhanl ekonomi danl kestabilan negaral guna mencapail 

tujuan nasionall yaitu meningkatkanl kesejahteraan masyarakatl banyak. Bankl 

sebagai pihakl penghimpun danal dalam bentukl simpanan daril masyarakat 

kemudianl disalurkan kembalil dalam bentukl kredit kepadal masyarakat. 

2. Fungsi Bank 

Perbankanl Indonesia dalaml melakukan usahanyal berdasarkan 

demokrasil ekonomi denganl menggunakan prinsipl kehati-lhatian. Fungsi 

utamanyal adalah sebagail penghimpun danl pengatur danal masyarakat danl 

bertujuan menunjangl pelaksanaan pembangunanl nasional dalaml rangka 

meningkatkanl pemerataan, pertumbuhanl ekonomi, danl stabilitas nasionall 

kearah peningkatanl kesejahteraan rakyatl banyak (Pasall 2, 3l dan 4l Undang-

Undang No. 10l Tahun 1998l tentang Perbankan). Penjelasan lUndang-Undang 

lNo. 10 Tahunl 1998 tentangl Perbankan, tercantum bahwa bankl mempunyai 

dual fungsi, diantaranyal sebagai penghimpun danal masyarakat, bisal berbentuk 

simpananl (deposito lberjangka), giro, ltabungan, dan llain-lain yangl 

dipersamakan denganl itu dan bang juga berfungsi menyalurkanl dana 

lmasyarakat, bisa berbentukl kredit ataul yang dipersamakanl dengan litu. 

Menurutl Kasmir, bankl sebagai lembagal keuangan mempunyail fungsi 

yangl penting, sebagail penunjang perekonomianl suatu lNegara. Adapun fungsil 

bank padal umumnya adalahl a) sebagai badanl perantara dalaml perkreditan 

berfungsil sebagai penerimal kredit ataul berupa uangl yang dipercayakanl 
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masyarakat sepertil tabungan, girol dan ldeposito, b) sebagail badan yangl 

memiliki kemampuanl mengedarkan uangl baik uangl giral maupunl uang lkartal, 

dan c) sebagail intermediary financel yaitu perantaral dari lpihak-pihak yangl 

memiliki kelebihanl dana denganl pihak yangl membutuhkan ldana.20 

Menurut Purnamawati, dkk, secaral umum fungsil utama bankl adalah 

menghimpunl dana daril masyarakat danl menyalurkan kembalil kepada 

masyarakatl untuk bertujuanl atau sebagail financial lintermediary. Secara lebihl 

spesifik bankl berfungsi lsebagai: 

a. Agentl of ltrust. Dasar utamal kegiatan perbankanl adalah kepercayaanl 

(trust), baikl dalam hall penghimpunan danal maupun penyaluranl dana. 

Masyarakatl percaya bahwal uangnya tidakl akan dil salah gunakanl oleh 

lbank, uangnya akanl dikelola denganl baik,bankl tidak akanl bangkrut, danl 

pada saatl yang telahl dijanjikan simpananl tersebut dapatl ditarik kembalil 

dari lbank. 

b. Agentl of ldevelopment. Kegiatan perekonomianl masyarakat dil sektor 

moneterl dan sektorl riil tidakl dapat ldipisahkan. Kegiatan bankl berupa 

penghimpunanl dan penyaluranl dana sangatl diperlukan bagil lancarnya 

kegiatanl perekonomian dil sector lriil. Kelancaran kegiatanl bank yangl 

memungkinkan masyarakatl melakukan linvestasi-distribusi-konsumsil ini 

tidakl lain adalahl kegiatan pembangunanl perekonomian suatul masyarakat. 

c. Agentl of lservices. Selain penyaluranl dana, bankl juga memberikanl 

penawaran jasal perbankan yangl lain kepadal masyarakat. Jasal yang 

                                                 
20  Kasmir, Op Cit, hlm. 156. 
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ditawarkanl bank inil erat kaitannyal dengan kegiatanl perekonomian 

masyarakatl secara lumum. Jasa inil antara lainl dapat berupal jasa 

pengirimanl uang, penitipanl barang lberharga, pemberian jaminanl bank, 

danl penyelesaian ltagihan.21 

3. Tujuan dan Kegiatan Bank  

Menurutl Undang-Undangl No. 10 Tahunl 1998 tentang Perbankan, 

Pasall 1 tujuanl bank atau perbankanl Indonesia bertujuanl untuk menunjangl 

pelaksanaan pembangunanl dalam meningkatkanl pemerataan, pertumbuhanl 

ekonomi danl stabilitas nasionall kearah peningkatanl kesejahteraan rakyatl 

banyak. Untuk mencapai tujuan tesebut, dalam melaksanakan kegiatannya 

bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat, artinya produk 

yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum 

mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan 

bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga 

kegiatannya lebih sempit.  

Menurut Kasmir, kegiatan bank dibedakan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Bank Umum 

1) Menghimpunl dana daril masyarakat (fundingl) dalam bentukl simpanan 

girol (demand ldeposit), simpanan tabunganl (saving ldeposit), dan 

simpanan depositol (time ldeposit). 

                                                 
21  Purnamawati, I Gusti Ayu, dkk., Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2014, hlm. 10. 
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2) Menyalurkanl dana kel masyarakat (lendingl) dalam bentukl kredit 

linvestasi, kredit modall kerja, dan kreditl perdagangan. 

3) Memberikanl jasa-jasal bank lainnyal (services) dalaml bentuk transferl 

(kiriman luang), inkaso (collectionl), kliring, safel deposit lbox, Bank 

lCard, Bank Notel (valas), Bankl Garansi, Referensil Bank, Bankl Draft, 

Letterl of Creditl (L/C), Cekl Wisata (Traveller’sl Cheque), juall beli 

suratl berharga, menerimal setoran-setoranl (seperti pembayaranl pajak, 

pembayaranl telepon, pembayaranl air, pembayaranl listrik, danl 

pembayaran uangl kuliah), lpembayaran-pembayaran (sepertil gaji/ 

lpensiunan/honorarium, pembayaranl dividen, pembayaranl kupon, 

pembayaranl bonus/lhadiah) dan dalam pasarl modal perbankanl dapat 

memberikanl atau menjadil penjamin emisil (underwriter), penjaminl 

(guarantor), walil amanat (trusteel), perantara perdaganganl efek 

(pialangl/broker). 

b. Kegiatanl Bank Perkreditanl Rakyat 

1. Menghimpunl dana dalaml bentuk simpananl tabungan, simpananl 

deposito, dan simpananl giro. 

2. Menyalurkanl dana dalaml bentuk kreditl investasi, kreditl modal lkerja, 

dan kredit lperdagangan. 

3. lLarangan-larangan bagil Bank Perkreditanl Rakyat adalahl menerima 

simpananl giro, mengikutil kliring, melakukanl kegiatan valutal asing, 

dan melakukanl kegiatan lperasuransian.22 

                                                 
22  Kasmir, Op Cit, hlm. 43. 
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B. Tinjauan Umuml tentang Tindak Pidana Perbankan 

1. Pengertian Tindak Pidana  

Istilah tindakl pidanal digunakan sebagail terjemahan dari strafbaarl feitl 

ataul delict. Strafbaarl feitl terdiril dari tigal lkata, yaitu: strafl artinya hukuman 

atau lpidana, baar artinyal dapat ataul boleh, danl feit, dan “feit” adalahl 

perbuatan.  Kaitannyal  dengan  istilahl strafbaar feitl secara lutuh, ternyata strafl 

diterjemahkan jugal dengan katal hukum. Sudahl lazim hukuml adalah 

terjemahanl dari katal recht, lseolah-olah artil straf samal dengan lrecht. Untuk 

katal “baar”, adal dua istilahl yang digunakanl yakni bolehl dan ldapat. 

Sedangkan katal “feit” digunakanl empat istilahl yakni, ltindak, peristiwa, 

lpelanggaran, dan lperbuatan.23 Dengan demikian istilah strafbaarfeitl adalahl 

peristiwa yangl dapatl dipidanal atau perbuatanl yangl dapatl dipidana.24  

Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (KUHPl) sendiri tidakl terdapatl 

penjelasan mengenail apal sebenarnyal yang dimaksudl denganl strafbaarfeit itul 

lsendiri.25 Tigal masalah sentrall atau pokokl dalam hukuml pidana berpusatl 

kepada apal yang disebutl dengan tindakl pidana, pertanggung jawaban pidana 

dan masalahl pidana danl pemidanaan. Istilahl tindak pidanal merupakan 

masalahl yang berhubunganl erat denganl masalah kriminalisasil yang diartikanl 

sebagai prosesl penetapan perbuatanl orang yangl semula bukanl merupakan 

                                                 
23 lChazawi, Adami,  Pelajaran l  Hukum  Pidanal Bagian I, Rajawalil Pers, Jakarta, 2011, 

lhlm. 69. 
24 lWidnyana, I lMade, Asas-Asasl Hukum lPidana, Fikahati lAneska, Jakarta, 2010, hlm. l32. 
25 lAriman, M. Rasyidl & Raghib,  lFahmi,  Hukum  lPidana,  Setara lPress, Malang, 2016, 

hlm. l58. 
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tindakl pidana menjadil tindak lpidana, proses penetapanl ini merupakanl 

masalah perumusanl perbuatan-perbuatanl yang beradal di luarl diri lseseorang.26 

Menurutl Pompe, “strafbaar feit” secaral teoritis dapatl merumuskan 

sebagail suatu pelanggaranl norma (gangguanl terhadap tertibl hukum) yangl 

dengan sengajal ataupun denganl tidak disengajal telah dilakukanl oleh seorangl 

pelaku, dil mana penjatuhanl terhadap pelakul tersebut adalahl perlu demil 

terpeliharanya tertibl hukum danl terjaminnya kepentinganl hukum.27 Menurut 

lUtrecht, strafbaar feitl dengan istilahl peristiwa pidanal yang seringl juga ial 

sebut ldelik, karena peristiwal itu suatul perbuatan handelenl atau doenl positif 

ataul suatu melalaikanl natalen-lnegatif, maupun akibatnyal (keadaan yangl 

ditimbulkan karenal perbuatan ataul melakukan litu).28 

Tindakl pidanal jugal dapat diistilahkanl dengan delikl yang berasall dari 

bahasal Latin yaknil kata ldelictum. Kamus bahasal Indonesia mendefinisikanl 

delik adalahl perbuatan yangl dapat dikenakanl hukuman karenal merupakan 

pelanggaranl terhadap lundang-undang. Tindakl pidana menurutl beberapa 

pendapatl ahli delikl memiliki pengertianl yaitu: 

a. lSimons, delikl yaitul kelakuan yangl diancaml denganl pidana yangl bersifatl 

melawanl hukum yangl berhubunganl denganl kesalahan danl yangl dilakukanl 

oleh orangl yangl mampul bertanggung ljawab. 

                                                 
26 Ibid, lhlm. 69. 
27 lEffendi, Erdianto, Hukuml Pidana Indonesial Suatu lPengantar, Refika lAditama, 

Bandung, 2014, hlm. l97. 
28 Ibid, hlm. 98. 
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b. lMoeljatno, delik yaitul perbuatan yangl dilarang olehl suatu aturanl hukum, 

laranganl mana disertail ancaman (sanksil) berupa pidanal tertentu bagil 

barang siapal yang melanggarl larangan ltersebut. 

c. Teguhl Prasetyo, delikl yaitu perbuatanl yang melanggarl hukum dilakukanl 

dengan kesalahanl oleh orangl yang mampul bertanggung jawabl dan 

pelakunyal diancam denganl pidana.29 

Memperhatikanl definisi dil atas, makal ada beberapal syarat untukl 

menentukan perbuatanl itu sebagail tindak lpidana, syarat tersebutl adalah 

sebagail berikut: 

a. Harusl ada perbuatanl manusia; 

b. Perbuatanl manusia itu betentangan denganl hukum; 

c. Perbuatanl itu dilarang olehl Undang-undangl dan diancaml dengan lpidana; 

d. Perbuatanl itu dilakukanl oleh orangl yang dapatl dipertanggung ljawabkan;  

e. Perbuatanl itu harusl dapat dipertanggung jawabkan kepada si lpembuat.30 

Berdasarkan pendapatl para ahlil tersebut dil atas, dapatl disimpulkan 

bahwa tindak pidanal adalah perbuatanl manusia yangl bertentanganl denganl 

hukum, diancaml denganl pidanal oleh lundang-undang perbuatanl mana 

dilakukanl orang yangl dapat dipertanggungjawabkanl dan dapatl dipersalahkan 

padal si lpembuat. Tindak pidanal pada dasarnyal cenderung melihatl pada 

perilakul atau perbuatanl yang dilarangl oleh lundang-undang.  

 
 

                                                 
29 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 217. 
30 Ariman, M. Rasyidl & lRaghib, Fahmi, Opl Cit. lhlm. 60. 
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2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan 

Padal dasarnyal tindakl pidana perbankanl merupakan suatul perbuatanl 

melawan hukuml yangl dilakukanl dengan sengajal ataul tidakl sengaja yangl adal 

hubungannyal dengan llembaga, perangkatl danl produk lperbankan, sehinggal 

berdampakl pada kerugianl materiill ldan/atau kerugianl immaterial bagi 

perbankanl itu sendiril maupun terhadapl nasabah ataul pihak ketigal lainnya.31 

Tindakl pidana perbankanl melibatkan danal yang disimpanl di bankl dari 

lmasyarakat, sehingga tindakl pidana perbankanl akan merugikanl kepentingan 

daril berbagai pihakl seperti pihakl bank selakul badan usahal maupun nasabahl 

penyimpan ldana, pemerintah, masyarakatl luas, otoritasl perbankan danl sistem 

lperbankan. Adapun penggunaanl dari istilahl tindak pidanal perbankan danl 

tindak pidanal di bidangl perbankan beluml memiliki pendapatl sama. Apabilal 

dilihat daril segi yuridisl maka tidakl ada satupunl peraturan lperundang-

undangan yangl memberikan pengertianl terkait tindakl pidana dil bidang 

perbankanl maupun tindakl pidana lperbankan.32 

Istilahl tindak pidanal di bidangl perbankan memilikil perbedaan denganl 

istilah tindakl pidana perbankanl secara lterminologi. Tindak pidanal di bidangl 

perbankan memilikil pengertian yangl lebih luasl yaitu semual jenis perbuatanl 

melanggar hukuml yang memilikil kaitan denganl kegiatan-kegiatanl dalam 

menjalankanl usaha lbank, maka terhadapl perbuatan tersebutl terdapat 

lperaturan-peraturan  yangl   mengatur  mengenail  kegiatan-kegiatanl   

                                                 
31 Salim, Anwar, Tindakl Pidana dil Bidang lPerbankan, Alumni, lBandung, 2001, lhlm. 14. 
32 Otoritasl Jasa lKeuangan, Pahami & Hindaril (Buku Memahamil dan Menghindaril Tindak 

Pidanal Perbankan, OJK, Jakarta, lhlm. 6. 
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perbankan yang memuatl ketentuan pidanal maupun lperaturan-peraturan 

Hukuml Pidana lumum/khusus, selamal belum adal peraturan-peraturanl hukum 

pidanal yang secaral khusus dibuatl untuk mengancaml dan menghukuml 

perbuatan-perbuatanl tersebut. Hall tersebut berartil bahwa tindakl pidana dil 

bidang perbankanl menyangkut perbuatanl yang berkaitanl dengan perbankanl 

dan diancaml dengan lpidana. 

Meskipunl perbuatan tersebutl diatur dalaml peraturan llain, atau 

disampingl merupakan perbuatanl yang melanggarl ketentuan dalaml lUndang-

Undang Perbankanl danl Undang-Undangl Perbankan lSyariah, atau jugal 

merupakanl perbuatanl yang melanggarl ketentuanl dil luar lundang-undang 

tersebut yangl dikenakan sanksil berdasarkan antaral lain Kitabl Undang-

Undangl Hukum Pidanal (KUH Pidana), Undang-Undangl Tindakl Pidana 

Pencucianl Uang, lUndang-Undangl Tindakl Pidana lKorupsi, karena perbuatanl 

tersebut berhubunganl dengan kegiatanl yang menjalankanl usaha bankl yakni 

pencucianl uang (moneyl laundering) ataul korupsi yangl melibatkan lbank. 

Sehingga, tindakl pidana perbankanl lebih tertujul kepada perbuatanl yang 

dilarangl dan diancaml pidana yangl dimuat secaral khusus dalaml Undang-

Undang Perbankan danl Undang-Undang Perbankan lSyariah.33 

Badanl Pembinaan Hukuml Nasional (BPHNl), Departemen Kehakimanl 

yang memberikanl pengertian berbedal pada tindakl pidana perbankanl dan 

tindakl pidana dibidangl perbankan, sebagail berikut: 

 

                                                 
33 Ibid, hlm. 6-8. 
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a. Tindakl pidana perbankanl yaitu:  

1) Setiapl perbuatan yangl melanggar peraturanl perundang-undanganl 

sebagaimana diaturl dalam UUl No. 10l Tahun 1998l tentang Perubahanl 

Atas Undang-Undang lNo. 7 Tahunl 1992 tentangl Perbankan. 

2) Tindakl pidana yangl dilakukan dalaml menjalankan fungsil dan 

usahanyal sebagai bankl berdasarkan Undang-Undang lPerbankan. 

b. Tindakl pidana dil bidang perbankanl adalah: 

1) Segalal jenis perbuatanl yang melawanl hukum yangl berkaitan denganl 

kegiatan dalaml menjalankan usahal bank, baikl bank sebagail sarana 

maupunl sebagai lsasaran. 

2) Tindakl pidana tidakl hanya mencakupl pelanggaran terhadapl Undang-

Undangl Perbankan lsaja, melainkan mencakupl pula tindakl pidana 

lpemalsuan, penggelapan, lpenipuan, dan tindakl pidana lainl sepanjang 

berkaitanl dengan lembagal perbankan. 

Kualifikasil sebagai tipibankl harus memenuhil unsur-unsurl yang 

termuatl dalam Pasall 46 sampail Pasal 50Al Undang-Undang Perbankan ataul 

Pasal 59l sampai Pasall 66 Undang-Undang Perbankanl Syariah. Mengingatl 

karena rumusanl Pasal yangl termuat dalaml Undang-Undang Perbankan danl 

Undang-Undang Perbankan Syariahl mempunyai banyakl persamaan. Tindakl 

pidana perbankanl walaupun digolongkanl sebagai tindakl pidana lekonomi, 

namun padal dasarnya tindakl pidana perbankanl sudah termasukl tindak pidanal 

di bidangl perbankan. Makal dari itul dapat dikelompokkanl menjadi tigal 

kategori lyaitu: 
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a. Kejahatanl fisik, kejahatanl fisik perbankanl merupakan kejahatanl yang 

konvensionall serta memilikil hubungan denganl perbankan. Contohnyal 

penipuan, perampokanl bank danl llainnya. 

b. Kejahatanl pelanggaranl administrasil perbankan, bankl sebagail lembagal 

pelayanan lpublik, sehinggal banyakl ketentuan administrasil yangl 

dibebankanl oleh hukuml lkepadanya, bahkanl pelanggaran beberapal 

ketentuanl administrasil dianggap olehl hukuml sebagail tindak lpidana. Hall 

tersebutl meliputi:  

1) operasil bankl tanpal izin; 

2) tidakl memenuhi pelaporanl kepada Bankl Sentral; danl 

3) tidakl memenuhi ketentuanl Bank Sentrall tentang kecukupanl modal, 

lmerger, persyaratan pengurusl dan lkomisaris, batas maksimuml 

pemberian lpembiayaan, akuisisi sertal konsolidasi bankl dan llain-llain. 

c. Kejahatanl produkl lbank, kejahatan produkl bankl lseperti, pemberian 

pembiayaanl yangl tidakl benar (pembiayaanl tanpal agunanl atau agunanl 

lfiktif), pemalsuanl warkat (lcek, lwesel, danl letter olf lkredit), pemalsuanl 

kartu lpembiayaan, danl transferl uang kepadal yangl tidakl berhak.34 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan 

lUndang-Undangl Perbankanl telah mengaturl jenisl tindakl pidana daril 

Pasall 46l hingga Pasall l50A. Terdapatl tiga belas ketentuan yangl dapat 

diklasifikasikanl ke dalaml lima jenisl tindak pidanal perbankan lyaitu: 

 

                                                 
34 Salim, Anwar, Op Cit, hlm. 21. 
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a. Tindakl Pidana yangl Berkaitan denganl Perizinan.  

Perizinanl telahl diaturl dalam Pasall 16l ayatl (1), (2l), (3) Undang-

Undang Perbankanl untukl menjalankanl kegiatan lusaha. Ketentuanl dalaml 

ayat (1) Pasall 16l lUndang-Undang lPerbankan, yang lberbunyi: 

“Setiapl pihak yangl melakukan kegiatanl menghimpun danal dari 
masyarakatl dalam bentukl simpanan wajibl terlebih dahulul memperoleh 
izinl usaha sebagail Bank Umuml atau Bankl Perkreditan Rakyatl dari 
Pimpinanl Bank lIndonesia, kecuali apabilal kegiatan menghimpunl dana 
daril masyarakat dimaksudl diatur denganl undang-undangl tersendiri”. 

Pasal di atas mengandung artil bahwa kegiatanl menghimpun danal 

dari masyarakatl oleh siapal pun wajibl untuk terlebihl dahulu mendapatkanl 

izin usahal dari Pimpinanl Bank lIndonesia. Hal inil dimaksudkan agarl 

penghimpunan danal dalam masyarakatl mempunyai legalitasl sehingga 

nantinyal mudah untukl diawasi. Sebabl mengingat kegiatanl ini terkaitl 

dengan danal masyarakat yangl disimpan padal pihak penghimpunl dana 

agarl tidak ldisalahgunakan. Serta setiapl pihak yangl ingin mendirikanl bank, 

memilikil kewajiban untukl memenuhi syaratl dan lketentuan-ketentuan 

yangl berlaku sepertil yang terdapatl dalam Pasall 16 ayatl (2) Undang-

Undang lPerbankan, yang berbunyi: 

“Untukl memperoleh izinl usaha Bankl Umum danl Bank Perkreditanl 
Rakyat sebagaimanal dimaksud dalaml ayat (1), wajibl dipenuhi persyaratanl 
sekurangkurangnya ltentang: susunan organisasil dan lkepengurusan; 
permodalan; lkepemilikan; keahlian dil bidang lPerbankan; kelayakan 
rencanal kerja.” 

Selanjutnyal dalam Pasall (3) diaturl siapa yangl mempunyai 

wewenangl dalam menetapkanl persyaratan tersebutl hingga tatal cara 

perizinanl bank yaitul Bank Indonesial (sekarang lOJK). Setiap perbuatanl 
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yang melawanl ketentuan perizinanl yang telahl diatur, tentul mempunyai 

akibatl hukum misalnyal perbuatan tersebutl akan dianggapl sebagai tindakl 

pidana. “Pihakl yang mendirikanl bank dapatl disebut melakukanl tindak 

pidanal di bidangl perbankan danl bank yangl telah ldidirikan” tersebut 

disebutl sebagai “Bankl Gelap”. lUndang-Undang No. 10l Tahun 1998l 

tentang lPerbankan, dikatakan bahwal tindak pidanal yang termasukl ke 

dalaml jenis tindakl pidana yangl berkaitan denganl perizinan yaitul Pasal 46l 

Undang-Undang Perbankan, denganl ketentuannya lbahwa: 

1) “Barangl siapa menghimpunl dana daril masyarakat dalaml bentuk 
simpananl tanpa izinl usaha daril Pimpinan Bankl Indonesia sebagaimanal 
dimaksud dalaml Pasal l16, diancam denganl pidana penjaral sekurang-
kurangnyal 5 (limal) tahun danl paling lamal 15 (limal belas) tahunl serta 
dendal sekurang-kurangnyal Rp l10.000.000.000,00l (sepuluh miliarl 
rupiah) danl paling banyakl Rp l20.000.000.000,00l (dua puluhl miliar 
lrupiah)”. 

2) “Dalaml hal kegiatanl sebagaimana dimaksudl dalam ayatl (1) dil lakukan 
olehl badan hukuml yang berbentukl perseorangan lterbatas, 
perserikatan, yayasanl atau lkoperasi, maka penuntutanl terhadap lbadan-
badan dimaksudl dilakukan baikl terhadap merekal yang memberil 
perintah melakukanl perbuatan itul atau yangl bertindak sebagail 
pimpinan dalaml perbuatan itul atau terhadapl kedua-lduanya.” 

Pihakl yang melakukanl kegiatan usahal bank sebeluml memperoleh 

izinl dari “Bankl Indonesia sekarangl Otoritas Jasal Keuangan dikategorikanl 

sebagai tindakl pidana. Barangl siapa yangl menghimpun danal dalam 

bentukl simpanan daril masyarakat tanpal memperoleh izinl usaha daril 

Pimpinan OJKl maka diancaml dengan sanksil pidana yangl berat, terhadapl 

ancaman hukumanl ini bahkanl dapat pulal dikenakan kepadal badan hukuml 

dengan menuntutl pihak yangl memberi perintahl atau yangl bertindak 

sebagail pimpinan ataul terhadap lkedua-duanya. Ketentuanl tersebut 
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mengharuskanl adanya izinl dari Pimpinanl OJK untukl melakukan kegiatanl 

penghimpunan danal masyarakat, karenal erat kaitannyal dengan masalahl 

pengawasan olehl OJK terhadapl kegiatan ltersebut. Ketentuan tersebutl 

untuk melindungil  dana lmasyarakat, karena kegiatanl tersebut padal 

dasarnya merupakanl kegiatan yangl perlu ldiawasi, mengingat dalaml 

kegiatan tersebutl terkait denganl kepentingan masyarakatl yang dananyal 

disimpan padal pihak penghimpunl dana ltersebut. Sehingga, kegiatanl 

menghimpun danal dari masyarakatl dalam bentukl simpanan hanyal dapat 

dilakukanl oleh pihakl yang telahl memperoleh izinl usaha sebagail Bank 

Umuml atau Bankl Perkreditan Rakyatl dari Pimpinanl OJK. lNamun, di 

masyarakatl terdapat pulal jenis lembagal lainnya yangl juga melakukanl 

kegiatan penghimpunanl dana daril masyarakat dalaml bentuk simpananl 

atau semacaml simpanan, misalnyal yang dilakukanl oleh kantorl pos, danal 

pensiun, ataul perusahaan lasuransi. Kegiatan llembaga-lembaga tersebutl 

tidak dicakupl sebagai kegiatanl usaha perbankanl berdasarkan ketentuanl 

dalam lUndang-Undang lPerbankan. Kegiatan penghimpunanl dana daril 

masyarakat yangl dilakukan olehl lembaga-lembagal tersebut diaturl undang-

undangl tersendiri”.35 

b. Tindakl Pidana yangl Berkaitan denganl Rahasia Bankl 

Salahl satu hall penting yangl harus dijagal oleh bankl yaitu 

kepercayaanl dari masyarakatl sebagai lembagal keuangan yangl mengelola 

danal masyarakat dalaml jumlah yangl besar. Salahl satu kepercayaanl 

                                                 
35 Otoritas Jasa Keuangan, Op Cit, hlm. 12-15. 
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tersebut yaitul terkait keteranganl tentang datal diri sertal kondisi keuanganl 

nasabahnya. Namunl jika adal pihak-pihakl yang membocorkanl terkait 

kondisil keuangan nasabahl bank secaral melawan lhukum, maka perbuatanl 

tersebut dianggapl telah melakukanl tindak pidanal yang berkaitan denganl 

rahasia lbank.36 

Rahasial bankl mencakup keteranganl mengenail nasabahl penyimpan 

danl simpanannyal di lBank. Bankl sebagai “lembagal intermediasi dalaml 

melaksanakan kegiatanl usahanya senantiasal bertumpu padal unsur 

kepercayaanl masyarakat, terutamal kepercayaan nasabahl penyimpan yangl 

menempatkan simpanannyal di lbank. Bank sebagail lembaga kepercayaanl 

wajib merahasiakanl segala sesuatul yang berhubunganl dengan keteranganl 

mengenai nasabahl penyimpan danl simpanan nasabahl yang beradal pada 

lbank. Hubungan antaral bank denganl nasabahnya tidaklahl seperti 

hubunganl kontraktual lbiasa, akan tetapil dalam hubunganl tersebut terdapatl 

pula kewajibanl bagi bankl untuk tidakl membuka rahasial dari nasabahnyal 

kepada pihakl manapun, kecualil jik ditentukanl lain olehl perundang-

undanganl yang lberlaku. Kelaziman yangl wajib dirahasiakanl oleh bankl 

adalah seluruhl data danl informasi mengenail segala sesuatul yang 

berhubunganl dengan keuanganl dan lhal-hal lainl dari orangl dan badanl yang 

diketahuil oleh bankl karena kegiatanl usahanya”. Rahasial bank diperlukanl 

                                                 
36 Faridah, Hana, “lJenis-Jenis Tindakl Pidana Perbankanl dan Perbandinganl UndangUndang 

Perbankan”, Jurnall Hukum lPositum, Fakultas Hukuml Universitas Singaperbangsal Karawang, 
lVol. 3, lNo. 2, Desemberl 2018, hlm. l116. 
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sebagai salahl satu faktorl untuk menjagal kepercayaan nasabahl 

penyimpan.37 

Pasall yang termasukl dalam tindakl pidana yangl berkaitan denganl 

rahasia bankl terdapat dalaml Pasal 47l ayat (1), Pasall 47 ayatl (2), danl Pasal 

47Al Undang-Undang Perbankan. Bunyil dari Pasall 47 lyaitu: 

a. “Bahwal barang siapal tanpa membawal perintah tertulisl atau izinl dari 
pimpinanl Bank Indonesial sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 41, 
Pasall 41A, danl Pasal l42, dengan sengajal memaksa bankl atau Pihakl 
Terafiliasi untukl memberikan keteranganl sebagaimana dimaksudl 
dalam Pasall 40, diancaml dengan pidanal penjara lsekurang-kurangnya 
2l (dua) tahunl dan palingl lama 4l (empat) tahunl serta dendal sekurang-
kurangnyal Rp l10.000.000.000,00l (sepuluh miliarl rupiah) danl paling 
banyakl Rp l200.000.000.000,00l (dua ratusl miliar lrupiah)”. 

b. “Anggotal Dewan lKomisaris, Direksi, pegawail bank ataul pihak 
terafiliasil lainnya yangl dengan sengajal memberikan keteranganl yang 
wajibl dirahasiakan menurutl Pasal l40, diancam denganl pidana penjaral 
sekurang-kurangnyal 2 (dual) tahun danl paling lamal 4 (empatl) tahun 
sertal denda lsekurang-kurangnya Rpl 4.000.000.000,00l (empat miliarl 
rupiah) danl paling banyakl Rp l8.000.000.000,00l (delapan miliarl 
rupiah)”. 

Danl bunyi padal Pasal 47Al Undang-Undang Perbankan lyaitu: 

“Anggotal Dewan lKomisaris, Direksi, ataul pegawai bankl yang denganl 
sengaja tidakl memberikan keteranganl yang wajibl dipenuhi sebagaimanal 
dimaksud dalaml Pasal 42Al dan Pasall 44A, diancaml dengan pidanal 
penjara lsekurang-kurangnya 2l (dua) tahunl dan palingl lama 7l (tujuh) tahunl 
serta dendal sekurang-kurangnyal Rp l4.000.000.000,00l (empat miliarl 
rupiah) danl paling banyakl Rp l15.000.000.000,00l (lima belasl miliar 
lrupiah)”. 

c. Tindakl Pidanal yangl Berkaitan denganl Pengawasanl danl Pembinaan Bankl 

Setiapl bank harusl mematuhi kewajibannyal kepada Bankl Indonesia 

ldan/atau Otoritasl Jasa Keuanganl sebagai pihakl yang bertanggungjawabl 

dalam pengawasanl dan pembinaanl bank untukl menjaga kelangsunganl 

suatu lbank. Hal tersebutl mutlak dilakukanl sebagai lembagal yang 

                                                 
37 Otoritas Jasa Keuangan, Op Cit, hlm. 24-25. 
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mengelolal dana masyarakatl dalam jumlahl yang lbesar, sehingga OJKl perlu 

mengetahuil bagaimana perjalananl kegiatan usahal bank yangl dibuat dalaml 

bentuk llaporan. Bagi bankl yang tidakl melakukan kewajibanl tersebut, 

makal dapat diancaml tindak pidanal di bidangl perbankan kelompokl ini.38 

Undang-Undang Perbankanl menyebutkan bahwa tindakl pidana 

yangl berkaitan denganl rahasia bankl terdapat dalaml Pasal 48l UU 

Perbankanl dengan bunyil sebagai lberikut:  

(1) “Anggotal Dewan lKomisaris, Direksi, ataul pegawai bankl yang denganl 
sengaja tidakl memberikan keteranganl yang wajibl dipenuhi 
sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 30l ayat (1) danl ayat (2) danl Pasal 
34l ayat (1) danl ayat (2), diancaml dengan pidanal penjara lsekurang-
kurangnya 2l (dua) tahunl dan palingl lama 10l (sepuluh) tahunl serta 
dendal sekurang-kurangnyal Rp5.000.000.000,00 (limal miliar lrupiah) 
dan palingl banyak Rp100.000.000.000,00 (seratusl miliar lrupiah)”. 

(2) “Anggotal Dewan lKomisaris, Direksi, ataul pegawai bankl yang denganl 
lalai memberikanl keterangan yangl wajib dipenuhil sebagaimana 
dimaksudl dalam Pasall 30 ayatl (1) danl ayat (2) danl Pasal 34l ayat (1) 
danl ayat (2), diancaml dengan pidanal kurungan lsekurang-kurangnya 1 
(satul) tahun danl paling lamal 2 (dua) tahunl dan ataul denda lsekurang-
kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satul miliar lrupiah) dan palingl banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dual miliar lrupiah)”. 

d. Tindakl Pidanal yangl Berkaitan denganl Usahal Bankl 

Kegiatanl usahal bankl yang semakinl banyakl danl bervariasinya 

sehinggal bankl perlul untuk menjagal kepercayaanl daril masyarakat denganl 

caral menggunakanl dana nasabahnyal secaral bertanggungjawabl yang 

diwujudkanl dalaml bentukl suatu laporanl pertanggungjawabanl yangl akan 

diumumkanl langsungl kepadal masyarakat, baikl melaluil medial massa, 

                                                 
38 Faridah, Hana, Op Cit, hlm. 117. 
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bahkanl diberikan kepadal Bank Indonesial dan/ataul Otoritas Jasal 

Keuangan.39  

Tindakl pidana yangl berkaitan denganl kegiatan usahal bank yaitul 

membuat ataul menyebabkan adanyal pencatatan lpalsu, menghilangkan, 

lmengubah, menyebabkan tidakl dilakukannya lpencatatan, tidak 

lmemasukkan, mengaburkan ataul menghilangkan adanyal pencatatan dalaml 

pembukuan ataul laporan kegiatanl usaha, laporanl transaksi ataul rekening, 

ataul mengubah, lmengaburkan, menghilangkan, menyembunyikanl atau 

merusakl catatan lpembukuan, tidak menjalankanl prinsip-prinsipl kehati-

hatianl sesuai ketentuanl yang lberlaku, meminta ldan/atau menerimal 

imbalan daril nasabah yangl memperoleh fasilitasl dari lbank.40 

Tindakl pidana yangl berkaitan denganl rahasia bankl menurut 

lUndang-Undang Perbankanl diatur dalaml Pasal 49l ayat (1) lUndang-

Undang Perbankanl menyebutkan lbahwa: 

(1) “Anggotal Dewan lKomisaris, Direksi, ataul pegawai bankl yang denganl 
sengaja: 
(a) Membuatl atau menyebabkanl adanya pencatatanl palsu dalaml 

pembukuan ataul dalam prosesl laporan, maupunl dalam dokumenl 
atau laporanl kegiatan lusaha, laporan transaksil atau rekeningl suatu 
lbank; 

(b) Menghilangkanl atau tidakl memasukkan ataul menyebabkan tidakl 
dilakukannya pencatatanl dalam pembukuanl atau dalaml laporan, 
maupunl dalam dokumenl atau laporanl kegiatan lusaha, laporan 
transaksil atau rekeningl suatu lbank; 

(c) lMengubah, mengaburkan, lmenyembunyikan, menghapus, ataul 
menghilangkan adanyal suatu pencatatanl dalam pembukuanl atau 
dalaml laporan, maupunl dalam dokumenl atau laporanl kegiatan 
lusaha, laporan transaksil atau rekeningl suatu lbank, atau denganl 
sengaja lmengubah, mengaburkan, lmenghilangkan, 

                                                 
39 Ibid, hlm. 118. 
40 Otoritas Jasa Keuangan, Op Cit, hlm. 54. 
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menyembunyikan ataul merusak catatanl pembukuan ltersebut, 
diancam denganl pidana penjaral sekurang-kurangnyal 5 (limal) 
tahun danl paling lamal 15 (limal belas) tahunl serta dendal sekurang-
kurangnyal Rp l10.000.000.000,00l (sepuluh miliarl rupiah) danl 
paling banyakl Rp l200.000.000.000,00l (dua ratusl miliar lrupiah)”. 

Pada ayat (1) di atas dijelaskanl bahwa yangl mendapatkan sanksil 

pidana dalaml kelompok inil yaitu daril intern bankl sendiri, yaknil anggota 

dewanl komisaris, ldireksi, atau pegawail bank, yangl dengan sengajal 

membuat ataul menyebabkan adanyal pencatatan lpalsu; menghilangkan 

ataul tidak memasukkanl atau menyebabkanl tidak dilakukannyal pencatatan; 

lmengubah, mengaburkan, lmenyembunyikan, menghapus/menghilangkanl 

adanya suatul pencatatan dalaml pembukuan ataul dalam llaporan.41 

e. Tindakl Pidana yangl Berkaitan denganl Pihak lTerafiliasi.42 

Tindakl pidana perbankanl yang berkaitanl dengan Pihakl Terafiliasi 

yangl dengan sengajal tidak melaksanakanl kewajibannya makal dapat 

dikenakanl diancam sanksil pidana penjaral sekurang-kurangnyal 3 tahunl 

dan palingl lama 8l tahun sertal pidana dendal mulai Rpl 5.000.000.000,00l 

sampai denganl Rp l100.000.000.000,00l diatur dalaml Pasal 50l Undang-

Undang Perbankan yangl berbunyi: 

“Pihakl Terafiliasi yangl dengan sengajal tidak melaksanakanl langkah-
langkahl yang diperlukanl untuk memastikanl ketaatan bankl terhadap 
ketentuanl dalam lUndang-Undang inil dan peraturanl perundang-undanganl 
lainnya yang berlakul bagi lbank, diancam denganl pidana penjaral sekurang-
kurangnyal 3 (tigal) tahun danl paling lamal 8 (delapanl) tahun sertal denda 
lsekurang-kurangnya Rpl 5.000.000.000,00l (lima miliarl rupiah) danl paling 
banyakl Rp l100.000.000.000,00l (seratus miliarl rupiah)”. 

Sedangkanl dalam Pasall 50A UndangUndang Perbankanl yang lberbunyi: 

                                                 
41 Arrasjid, Chainur, Hukum Pidana Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, lhlm. 54. 
42 Otoritasl Jasa lKeuangan, Op Cit, lhlm. 81-87. 
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“Pemegangl saham yangl dengan sengajal menyuruh Dewanl Komisaris, 
lDireksi, atau pegawail bank untukl melakukan ataul tidak melakukanl 
tindakan yangl mengakibatkan bankl tidak melaksanakanl langkah-langkahl 
yang diperlukanl untuk memastikanl ketaatan bankl terhadap ketentuanl 
dalam lUndang-Undang inil dan ketentuanl perundang-undanganl lainnya 
yangl berlaku bagil bank, diancaml dengan pidanal penjara lsekurang-
kurangnya 7l (tujuh) tahunl dan palingl lama 15l (lima lbelas) tahun sertal 
denda lsekurang-kurangnya Rpl 10.000.000.000,00l (sepuluh miliarl rupiah) 
danl paling banyakl Rp l200.000.000.000,00l (dua ratusl miliar lrupiah)”. 

Penerapanl dari Pasall 50A Undang-Undang lPerbankan, Pemegang 

Sahaml diancam sanksil pidana penjaral 7 sampail dengan 15l tahun danl 

pidana dendal Rp l10.000.000.000,00l sampai denganl Rp l200.000.000. 

l000,00l apabila yangl bersangkutanl denganl sengaja lmenginstruksikan, 

memberikanl perintahl secara lisanl maupunl tertulisl kepada dewanl 

lkomisaris, ldireksi, atau pegawail lbank, yangl dapat dibuktikanl denganl 

ldokumen, rekaman lpembicaraan, ataul keteranganl saksi, untukl melakukanl 

ataul tidak melakukanl lsesuatu, sehinggal bank yangl bersangkutanl 

melanggarl ketentuan dalaml Undang-Undang Perbankan danl ketentuan 

lperundang-undangan llainnya.43  

C. Tinjauan Umuml tentang Penghimpunan Dana 

1. Pengertian Penghimpunan Dana 

Sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan utama. Tanpa 

dana lembaga tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. 

Danal adalah uangl tunai ldan/atau aktival lainnya yangl segera dapatl diuangkan 

danl yang tersedial atau disisihkanl untuk maksudl tertentu. Semakinl besar dapatl 

menghimpun danal dana daril masyarakat, akanl semakin besarl kemungkinan 
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dapatl memberikan kreditl dan berartil semakin besarl lembaga memperolehl 

pendapatan, sebaliknyal semakin kecill dana yangl dihimpun semakinl kecil pulal 

kredit yangl diberikan, makal semakin kecill pula lpendapatan.44 

Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian 

sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank sendiri 

adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal 

ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana 

kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja 

sebelum menjual uang (meminjamkan uang) bank harus lebih dahulu membeli 

uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank 

mencari keuntungan.45  

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam 

menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya 

dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya.46 

Lembagal Perbankan adalahl lembaga keuanganl yang menjadil perantara antaral 

pihak yangl mempunyai kelebihanl dana (surplusl of lfunds) dengan pihakl yang 

membutuhkanl (lack ofl funds). Secaral garis besarl sumber danal bagi sebuahl 

bank dibagil menjadi tigal macam, yaitul dana yangl bersumber daril bank 

lsendiri, dana yangl bersumber daril masyarakat lluas, dan dana yangl berasa daril 

lembaga lkeuangan, baik berbentukl bank maupunl bukan lbank. 

                                                                                                                                      
43 Ibid, hlm. 87-90. 
44 Pandia, Frianto, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, 

hlm. 1. 
45 Kasmir, Op Cit, hlm. 61. 
46 Nurhatati, Fitri & Rahmaniyah, Ika Saniyati, Koperasi Syariah, Era Intermedia, 

Surakarta, 2008), hlm. 16. 
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2. Bentuk Usaha Penghimpunan Dana Masyarakat  

Bentukl usahal menghimpunl dana masyarakatl hadirl untukl menyalurkan 

kepadal masyarakatl ldana-dana yangl ldikelola, dalaml bentuk kreditl ldan/ataul 

bentuk-bentukl lainyal dalaml rangka meningkatkanl tarafl hidupl masyarakat. 

Sesuail denganl Pasall 6 lUndang-Undangl Nol 10 Tahunl 1998l tentangl 

Perbankan, makal penghimpunanl danal bentuk lbank, lmeliputi: menghimpunl 

dana daril masyarakatl dalaml bentuk simpananl berupal lgiro, deposito 

lberjangka, sertifikatl lberjangka, tabungan, danl ataul bentukl lainya yangl 

dipersamakanl denganl itu.47 

Kebutuhanl akanl danal yang meningkatl khususnyal untukl kegiatan 

usahal ataul lbisnis, usaha penghimpunanl danal tidakl lagi hanyal melakukanl 

penghimpunanl dana denganl cara lgiro, deposito, sertifikatl deposito, maupunl 

tabungan, melainkanl dengan investasil dengan menghimpunl dana daril 

masyarakat danl menjanjika keuntunganl yang dilakukanl oleh peroranganl 

ataupun badanl hukum. Investasil pada umumnyal terutama dalaml investasi 

langsungl masyarakat yangl menjadi konsumenl akan menjadil milik usahal dan 

akanl memperoleh hakl untuk mendapatkanl keuntungan. Keuntunganl didapat 

jikal perusahaan memperolehl keuntungan, sebaliknyal jika perusahaanl merugi, 

makal masyarakat sebagail konsumen akanl juga merugil bahkan danal yang 

disimpanl menjadi lhilang.48 

                                                 
47 lWijdinarto, Hukum danl Ketentuan Perbankanl Di lIndonesia, Pustaka Utamal Grafiti, 

lJakarta, 2003, hlm. 62. 
48 Arsil, Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan, Lembaga Kajian & 

Advokasi untuk Indepedensi Peradilan, Jakarta, 2014, hlm. 1. 
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Salahl satu bentukl penghimpunan danal yang dilakukanl terhadap 

masyarakatl adalah denganl tujuan linvestasi. Investasi yaitul mengeluarkan 

sejumlahl uang ataul menyimpan uangl pada sesuatul dengan harapal suatu saatl 

akan mendapatkanl keuntungan lfinancial. Investasi merupakanl pengeluaran 

padal saat seakarangl untuk membelil aktiva riill (tanah, lrumah, mobil, danl 

sebagainya) ataul aktiva keuanganl dangan tujuanl untuk mendapatkanl 

penghasilan yangl lebih besarl dimasa yangl akan ldatang. 

3. Fungsi dan Tujuan Penghimpunan Dana  

Pertumbuhanl setiap bankl sangat diperngaruhil oleh perkembnaganl 

kemampuannya menghimpunl dana lmasyarakat, baik berskalal kecil maupunl 

besar denganl masa pengendapanl yang lmemadai. Apabila danal tidak cukupl 

akan menghambatl operasional bankl dan padal akhirnya eksistensil bank akanl 

kehilangan lfungsinya. Oleh karenal itu, penghimpunl dana olehl bank berfungsil 

untuk: 

a. Penyimpanl harta ataul asset berhargal 

b. Pengelolal investasi yangl baik (professionall investment lmanager) 

c. Pemenuhanl kebutuhan cashl out bankl dalam memberikanl pembiayaan 

d. Meningkatkanl kemampuan likuiditasl bank 

e. Melakukanl perluasan usahal atau ekspansil usaha 

f. Penambahanl sarana danl prasarana barul 

g. Biayal kegiatan operasionall bank.49 

                                                 
49 Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2005, 

hlm. 46. 
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Adapunl tujuan penghimpunanl dana olehl bank adalahl mencapai 

tingkatl profitabilitas yangl cukup danl tingkat risikol yang rendahl dan 

mempertahankanl kepercayaan masyarakatl dengan menjagal agar posisil 

likuiditas tetapl aman.50 Penghimpunan danal mempunyai manfaatl bagi 

berbagail pihak, utamanyal terhadap lbank, terhadap pemilikl dana, maupunl 

terhadap lpemerintah. 

a. Bagil Bank, berhasilnyal menghimpun danal dari masyarakatl berarti 

memiliki/menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/pembiayaan/ 

kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari 

pemberian pinjaman/pembiayaan (kredit) bank memperoleh pendapatan 

atau bagi hasil keuntungan. 

b. Bagi pemilik uang, menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya 

disipan di rumah,di celengan ayam, celengan bambo atau bawah bantal 

yang menganggur (hoarding) dengan adanya usaha penghimpunan dana, 

uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan. 

c. Bagi pemerintah, berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti 

mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha 

dalam rangka mengendalikan inflasi.51 

 

 

                                                 
50 Ibid, hlm. 46. 
51 Pandia, Frianto, Opl Cit, lhlm. 11. 
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